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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2020 NOMOR 70 

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 
NOMOR 67 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTAENG 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan 

Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
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atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 
2012 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantaeng 
Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran  Daerah Kabupaten 

Bantaeng Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantaeng Nomor 11); 

16. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 6). 
 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2021. 

 
Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Bantaeng; 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah; 
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis; 
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; 
10. Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  

meliputi 
11. perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban; 
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12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun; 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa; 
14. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat; 

15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; 
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat 

PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 

pengelolaan keuangan Desa; 
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 

berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian 
kekuasaan PKPKD; 

19. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur 
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator 

PPKD; 
20. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang 

berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD; 

21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa 
yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan 

tugas PPKD; 
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah 

Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank 
yang ditetapkan; 

23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa 
yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa; 

24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui 
rekening kas desa; 

25. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa; 

26. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa 

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh 
Desa; 

27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; 
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa 

dengan belanja desa; 

29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa 
dengan belanja desa; 

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran; 
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31. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 

tahun anggaran; 
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 

dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, 
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; 
33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, 

anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 
yang akan  

34. dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 
perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa; 

35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya yang 
selanjutnya disingkat DPAL adalah Dokumen yang memuat kegiatan, 
anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang 

anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya; 
36. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan 

barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia 

barang/jasa; 
37. Rencana Anggaran Kas desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah 

dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang 

digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai 
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh 

Kepala Desa; 
38. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 

adalah inspektorat jenderal kementrian, unit Pengawasan lembaga 
pemerintah nonkementrian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat 
daerah kabupaten/kota; 

39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan 

jasa; 
40. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas 
dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

41. Padat Karya Tunai yang selanjutnya disingkat PKT adalah kegiatan 

pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif 
berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga keija teknologi lokal 

dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan 
menurunkan angka stunting. 

42. Hari Orang Kerja yang selanjutnya disingkat HOK adalah Upah yang 
dibayarkan kepada masyarakat berdasarkan orang setiap hari kerja. 

 

Pasal 2 
 

(1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi : 
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa dan 

RKP Desa; 
b. prinsip penyusunan APB Desa; 
c. kebijakan penyusunan APB Desa; 

d. teknis penyusunan APB Desa;  
e. teknis evaluasi APB Desa dan 

f. hal khusus lainnya. 
(2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(3) Uraian pedoman teknis penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 
mengenai Format Kode Rekening Kegiatan dan Rekening Belanja, Peraturan 

Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB 
Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala 

Desa tentang penjabaran perubahan APB Desa  mengacu pada ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengelolaan Keuangan Desa. 

 
Pasal 3 

 

Pelaksanaan evaluasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 
tahapan; 

a. Camat melaksanakan evaluasi terhadap aspek Administrasi dan 
Kelengkapan Dokumen; dan Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa; 

b. Camat membuat keputusan atas hasil evaluasi Rancangan APB Desa 
c. Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintahan  Desa memberikan 

bimbingan dan pendampingan kepada Camat dalam melakukan evaluasi 

APB Desa;  
d. Evaluasi APB Desa Perubahan berlaku mutatis mutandis; 

 
Pasal 4 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. 

 
Ditetapkan di Bantaeng 

Pada Tanggal 21 Desember 2020 
 
BUPATI BANTAENG 

Cap/ttd. 
ILHAM SYAH AZIKIN 

 
Diundangkan di Bantaeng  

Pada Tanggal 21 Desember 2020 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 
  

 
 

ABDUL WAHAB 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 TAHUN 2020 NOMOR 70 
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG 
NOMOR : 67 TAHUN 2020 

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA KABUPATEN  
BANTAENG TAHUN 

ANGGARAN 2021 
 

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA TAHUN ANGGARAN 2021 
 

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan 
kewenangan Desa dan RKP Desa. 

 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM 

Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas 
dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. 

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga 
kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan 

oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang 
tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan 
pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui penanggulangan 

kemiskinan dan pelaksanaan Padat Karya Tunai desa dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local 

wisdom. 
Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di 

desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui 
pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis 
lokal desa. 

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan 

Pemerintah Provinsi harus mendukung untuk pemulihan ekonomi 
nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk 

mendukung pencapaian SDGs Desa sesuai dengan potensi dan kondisi 
masing-masing desa. 

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten BANTAENG tahun 
2021 yang selaras dengan program prioritas nasional adalah;  

1. Pada tahun 2020 di Kabupaten Bantaeng masih terdapat kasus 

anak balita stunting sebanyak 756 anak atau 15,48 % dari jumlah  
anak balita yang perlu mendapatkan penanganan melalui gerakan 

perbaikan gizi (1.000 Hari Pertama Kehidupan) dan peningkatan 
kesehatan ibu dan anak agar terwujud generasi sehat dan cerdas.  

Berdasarkan hal tersebut, agar setiap desa mengalokasikan 
anggaran untuk; 

a. pencegahan dan penanganan anak balita stunting dan gizi 

buruk; 
b. pengadaan tikar pertumbuhan; 

c. operasional dan pelatihan bagi kelembagaan masyarakat 
yang bergerak dibidang pencegahan dan penanganan 

stunting; 
d. pemberian insentif bagi Kader Pembangunan Manusia; 
e. Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu 

hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat 
anak dan lansia; 
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2. Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan 
dan akuntabel agar setiap desa mengalokasikan anggaran untuk 

kegiatan : 
a. penyusunan dan updating profil desa; 

b. evaluasi perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun 
(IDM); 

c. pengelolaan sistem informasi desa (SID); 
d. Pemuktahiran Data Kependudukan; 
e. Peningkatan Kapasitas tim penyusun RPJMDes dan RKP Desa; 

f. Pelatihan kader teknik dan kader pemberdayaan masyarakat 
desa (KPMD); 

g. Peningkatan Kapasitas anggota BPD dan Perangkat Desa. 
h. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa 

i. Peningkatan Kapasitas pelaksana pengelolaan keuangan desa 
(PPKD) dan tim pelaksana kegiatan (TPK). 

3. Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang inklusi, 

demokratis dan berkeadilan sosial serta mendorong partisipasi 
masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa agar setiap desa 

mengalokasikan anggaran untuk kegiatan : 
a. pelaksanaan program inklusi sosial dalam pembangunan desa 

melalui musyawarah kelompok pemangku kepentingan; 
b. pelaksanaan musyawarah dusun; 
c. pelaksanaan musyawarah desa dan musrenbangdes; 

d. pelaksanaan rembug stunting;  
e. verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);  

f. Pemberian bantuan alat bantu penyandang disabilitas 
4. Berdasarkan data statistik angka kemiskinan Kabupaten Bantaeng 

pada tahun 2018 sebesar 9,23%, turun menjadi 9,03% pada tahun 
2019. Hal ini memerlukan upaya nyata dan kerja keras semua 
pihak, baik pemerintah kabupaten, desa, swasta, maupun 

masyarakat. Prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ini 
ditempuh melalui program pemberdayaan ekonomi yang dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 
Berdasarkan hal tersebut, Desa agar memprioritaskan penggunaan 

dana desa untuk kegiatan: 
a. Pengembangan potensi ekonomi desa; 
b. Pelatihan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki   

dunia kerja diutamakan dari keluarga miskin; 
c. operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa 

(TKPKDes); 
d. Pemberian bantuan peralatan pendidikan bagi warga miskin 

bagi siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah umum; 
e. Penyaluran BLT selama 12 ( dua belas) bulan;  

5. Desa mengutamakan metode padat karya tunai dalam pelaksanaan 

pekerjaan untuk pemberdayaan pengembangan ekonomi dan 
kegiatan fisik atau infrastruktur seperti bangunan, jalan, dengan 

mengacu pada peraturan bupati tentang pedoman prioritas 
penggunaan Dana Desa tahun 2021; 

6. Dalam hal keterbatasan keuangan akibat pemanfaatan anggaran 
untuk penyelesaian penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19 tahun 2021 maka desa dapat mengurangi volume 
penganggaran kegiatan khususnya yang bersumber dari Dana Desa 
disesuaikan dengan skala prioritas desa sebagaimana telah di atur 

dalam peraturan bupati tentang pedoman prioritas penggunaan 
dana Desa. 
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II. Prinsip Penyusunan APB Desa 
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa 

berdasarkan urusan dan kewenangan desa. 
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 

3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan : 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1 Penyusunan RKP Desa pada bulan Juli tahun berjalan 
   

2 Penetapan RKP Desa 
paling   akhir   bulan   September   
tahun berjalan 

  3 
Penyusunan Rancangan APB 
Desa 

dimulai bulan Oktober tahun 
berjalan 

4 Penetapan APB Desa 

paling lambat 31 Desember tahun 

berjalan 

5 

 

 

Laporan Pelaksanaan 
APB Desa Semester I 

 

paling  lambat  minggu  kedua  

Bulan  Juli 
tahun anggaran berjalan 

 

6 Perubahan APB Desa 

dilaksanakan maksimal 1 kali 

dalam satu tahun  anggaran   
  kecuali  dalam  keadaan darurat 

7 Laporan  realisasi 

pertanggungjawaban 
pelaksanaan APB Desa 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

akhir tahun anggaran berkenaan 

  
  

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa. 

5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam 
masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember. 
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat terutama kelompok 

masyarakat miskin dan rentan. 
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah 

lainnya. 
III.  Kebijakan Penyusunan APB Desa 

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam 
penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan 
penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 
Prestasi kerja yang dimaksud adalah : 

a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari 
kegiatan yang direncanakan; 

b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja 
yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan 

efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. 
1. Pendapatan Desa 
Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 

2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki 
kepastian serta dasar hukum penerimaannya. 
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Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) 
tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan 

oleh desa. 
a. Pendapatan Asli Desa (PADes) 

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes 
terdiri atas jenis: 

1) hasil usaha,  antara lain bagi hasil BUM Desa; 
2) hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar 

desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset 

lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan 
kewenangan lokal berskala desa; 

3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari 
sumbangan masyarakat desa; dan 

4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa. 
b. Transfer Terdiri atas : 

1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

2) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten BANTAENG 

berpedoman pada Peraturan Bupati; 
3) Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD berpedoman pada 

Peraturan Bupati; 

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan 
khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam 

APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan 
paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% 

(tiga puluh persen); dan 
5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian 

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum 

dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten BANTAENG dan 
tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% 

(tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) 
berpedoman pada Peraturan Bupati. 

c. Pendapatan Lain 
1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa; 
2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa; 

3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang 

mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran 
berjalan; 

5) bunga bank; dan 
6) pendapatan lain desa yang sah. 

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 

telah ditetapkan menggunakan dasar perhitungan PAGU tahun 
anggaran 2020 maka pemerintah desa tetap terlebih dahulu 

melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
APB Desa Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada 

Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa 
Tahun Anggaran 2021. 
2. Belanja Desa 

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
kewenangan desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan 

dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input 
dan output yang direncanakan. 
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Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan 
ketentuan : 

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran 
belanja desa untuk mendanai : 

1) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja 
operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan 

rukun warga; 
2) pelaksanaan pembangunan desa; 
3) pembinaan kemasyarakatan desa; 

4) pemberdayaan masyarakat desa. 
b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran 

belanja Desa untuk mendanai : 
1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

dan Perangkat Desa lainnya; dan 
2) tunjangan dan operasional BPD. 

c. Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa 

yang terdiri atas 5 (lima) bidang; 
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

2. Bidang Pembangunan Desa; 
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 

Mendesak Desa; 

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai 
dengan angka 4), dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai 

dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 5) sesuai 

dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan 
darurat dan mendesak yang terjadi di Desa. 
Belanja Desa terdiri dari : 

a. Belanja pegawai : 
1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan 

lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa, serta tunjangan BPD; 

2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; 
3) pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman 

Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APB Desa. 
b. Belanja barang/jasa : 

1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi 
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

(dua belas) bulan. 
2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk : 

(a) operasional pemerintah desa; 

(b) pemeliharaan sarana prasarana desa; 
(c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis; 

(d) operasional BPD; 
c. Belanja modal : 

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 
12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan 
penyelenggaraan kewenangan desa. 

d. Belanja tak terduga : 
Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal 
Desa dengan ketentuan : 

1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 
Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
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2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan 
3) berada di luar kendali pemerintah desa. 

3. Pembiayaan Desa 
Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. 
Pembiayaan desa terdiri ata kelompok: 
 a. Penerimaan pembiayaan 

1) SiLPA tahun sebelumnya. 
SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan 

penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan 
belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau 

lanjutan. 
2)  Pencairan dana cadangan. 

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan 

kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam 
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. 

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah 
dan bangunan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 

dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan 
kekayaan desa yang dipisahkan. 

b. Pengeluaran pembiayaan 

Pengeluaranpembiayaan terdiri atas : 
a. pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai 

kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus 
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

b. pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan 
Desa. 

c. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b) paling 

sedikit memuat : 
(1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 

(2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana 
cadangan; 

(3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 
dianggarkan; 

(4) sumber dana cadangan; dan 

(5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 
d. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari 

penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan 
yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
e. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir 

masa jabatan Kepala Desa. 

 
4. Penyertaan modal 

a) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan 
kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM 

Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan 
kepada masyarakat; 

b) penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan 

yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB 
Desa; 

c) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan 
tidak dapat dijual; 

d) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis 
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 



Dokumentasi dan Informasi Hukum|13 

e) penyertaan modal Desa diatur dengan Peraturan Desa; 
f) Peraturan Desa sebagaimana sedikitnya memuat ketentuan : 

(1) indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; an 
(2) indikator analisa kelayakan penyertaan modal. 

 
IV. Teknis Penyusunan APB Desa 

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 pemerintah desa 
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1. pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM 

Desa. 
2. rancangan RKP Desa dilampirirencana kegiatan dan rencana 

anggaran biaya (RAB). 
3. RAB ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang 

ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan. 
4. penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan 

RKP Desa. 

5. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir Bulan September 2020. 
6. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa. 

7. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 paling 

lambat  31 Bulan Desember 2020. 
8. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 

ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2020. 

9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa 

ditetapkan. 
10. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 

satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 
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